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P U T U S A N

Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Mungkid  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX,  umur  24  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Wirausaha, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan

Sawangan,  Kabupaten  Magelang,  dalam hal  ini  memberikan

kuasa  khusus  kepada  Titik  Ariyani,  S.H.  dan  rekan,

Advokat/Pengacara  yang  berkantor  di  Kantor  Advokat  dan

Konsultan Hukum TITIK ARIYANI,SH & REKAN beralamat di

Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa

Bumirejo,  Kecamatan  Mungkid,  Kabupaten  Magelang

berdasarkan  surat  Kuasa  khusus  tanggal  18  Oktober  2024

yang  telah  didaftar  dalam  Register  Kuasa  Nomor

1019/AVK/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, umur  29  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Sopir,

tempat kediaman di (rumah ibu Karminda) Dusun XXXXXXX,

Kecamatan  Candimulyo,  Kabupaten  Magelang,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024

telah  mengajukan  gugatan  Cerai  Gugat yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal  23 Oktober  2024 dengan register

perkara Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan

Tergugat  pada  tanggal  25  Oktober  2017  di  hadapan  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang

sebagaimana  terbukti  dalam  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  nomor

0342/03/X/2017 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sawangan tertanggal 28

Mei 2024.

2. Bahwa  sesudah  akad  nikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

bersama  di  orang  tua  Penggugat  lalu  antara  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal  berpisahan  karena  Tergugat  tinggal  di  rumah  saudaanya  hingga

saat ini sudah selama 6 bulan.

3. Bahwa  selama  dalam  perkawinan  tersebut  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  melakukan  hubungan  kelamin  sebagaimana  layaknya

suami  istri  (ba'dha  dukhul)  dan  sudah  dikaruniai  satu  anak  bernama:-

Kamayel  Bagus  Karnanda,  laki-laki  Magelang  2  Agustus  2018,  TK  ikut

Penggugat

4. Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  lagi

hidup rukun dalam rumah tangga.

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan  karena-

Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri

 Tergugat sering bicara kasar yang melukai hati Penggugat

 Tergugat  sering  KDRT  pada  Penggugat  (ditampar,  dipukul,

jambak)

 Tergugat memberikan nafkah pada Penggugat namun jauh dari

cukup

 Tergugat sering cemburu yang berlebihan

6. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  setiap  hari

diwarnai  perselisihan  dan  puncaknya  pada  awal  April  2024  saat  itu
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Penggugat  dan Tergugat  terlibat  pertengkaran karena Tergugat  cemburu

yang berlebihan pada Penggugat serta melakukan KDRT pada Penggugat

lalu Tergugat pergi dan tinggal dirumah saudaranya hingga saat ini sudah

selama 6 bulan.

7. Bahwa  dalam  keadaan  tersebut  menjadikan  suasana  rumah

tangga tidak harmonis bahkan selama tinggal berpisahan tidak ada upaya

dari Penggugat maupun Tergugat untuk hidup bersama lagi.

8. Bahwa atas kemelut rumah tangga Penggugat pernah dinasehati

oleh pihak keluarga untuk hidup rukun dalam rumah tangga namun sampai

saat ini tidak ada hasilnya.

9. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah,  warohmah  sehingga  lebih  baik

diputus karena perceraian.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di  atas gugatan perceraian

Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus

menerus  dan  saat  ini  Penggugat  dan  Tergugat  telah  tinggal  berpisahan

sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah

memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No,9 tahun 1975

jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.

11. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah  dikaruniai  1  (satu)  orang  anak  yang  bernama  Kamayel  Bagus

Karnanda,  laki-laki  Magelang 2  Agustus  2018 dan masih  dibawah umur

demi  memperhatikan  tumbuh  kembang  anak  dengan  melihat  mental

psikologis anak Penggugat mohon agar pemeliharaan anak ada dibawah

pengasuhan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Mungkid  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXXX) terhadap

Penggugat (XXXXXXX)

3. Menetapkan hadhonah anak bernama Kamayel Bagus Karnanda,

yang lahir di Magelang 2 Agustus 2018 ada pada Penggugat.

4. Membebankan  biaya  perkara  menurut  hukum  /  perundang-

undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus

kepada  Titik  Ariyani,  S.H.  dan  rekan,  Advokat  dan  Penasehat  Hukum yang

mengambil domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TITIK ARIYANI,SH

& REKAN beralamat di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW

14,  Desa Bumirejo,  Kecamatan Mungkid,  Kabupaten Magelang berdasarkan

Surat  Kuasa  Khusus  tertanggal  18  Oktober  2024,  dan  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Mungkid  dengan  Nomor  1019/AVK/2024

tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  memeriksa  surat  Kuasa  Penggugat dan

memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan; 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat

didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat dan

Tergugat di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  bernama

Fahrudin, S.H., C.L.A., C.T.I., C.M.C. yang pada pokoknya perdamaian perkara

perceraiannya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil

sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal  18 November 2024,

yang isinya sebagai berikut :

- Para pihak sepakat bahwa anak yang bernama Kamayel Bagus Karnanda,

(laki-laki)  lahir  di  Magelang  tanggal  2  Agustus  2018,  dalam  asuhan

Penggugat  (selaku  ibu  kandungnya)  dengan  memberikan  akses  kepada
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Tergugat  untuk  bertemu atau mengajak  anak tersebut  sesuai  keperluan,

yang di dasarkan kepentingan dan kenyamanan anak;

Bahwa  Penggugat merubah  gugatannya  dengan  memasukkan

kesepakatan tersebut  merupakan bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  gugatan

Penggugat dan Tergugat menyetujuinya; 

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  Tergugat pada  tahap  sidang  pembuktian  dan  sidang-sidang

berikutnya  Tergugat tidak  hadir  dan  tidak  mengirim  wakil  atau  kuasanya

meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta

tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  XXXXXXX  Nomor

XXXXXXX, yang bermeterai  cukup dan telah dinazegelen pos dan telah

sesuai dengan aslinya (Bukti P.1); 

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0342/03/X/2017 tanggal

28 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sawangan

Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXX,  umur 30 tahun,  agama Islam, pekerjaan pedagang,

bertempat  tinggal  di  Dusun  Kajor  RT  02  RW  11,  Desa  Borobudur,

Kecamatan  Borobudur,  Kabupaten  Magelang,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan sebagai berikut :

 Bahwa  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  dan  memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat; 

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada

tanggal  25  Oktober  2017  di  KUA  Sawangan  Kabupaten  Magelang

Provinsi Jawa Tengah; 
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 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan

Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 1 orang anak;

 Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  kurang lebih

sejak tahun 2021 sudah tidak rukun lagi  sering terjadi  pertengkaran;  

 Bahwa,  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  yang  menjadi  penyebab

ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat sering melakukan KDRT,

Tergugat  kurang  dalam memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  Tergugat

cemburu yang berlebihan;

 Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah

pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan sekarang dan

sudah tidak bersatu lagi; 

 Bahwa,  baik  saksi  maupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

2. XXXXXXX,  umur  28 tahun,  agama Islam,  pekerjaan ibu  rumah

tangga,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Tlatar  RT  05  RW  01,  Desa

Krogowanan,  Kecamatan  Sawangan,  Kabupaten  Magelang,  di  bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri  yang  sah  yang  menikah  pada  tanggal  25  Oktober  2017  di  KUA

Sawangan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah; 

 Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan

Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
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 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Penggugat dan

Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

sejak tahun 2021 yang mengakibatkan antara  Penggugat dan  Tergugat

sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan

selama berpisah antara  Penggugat dan  Tergugat tidak pernah bersatu

lagi;

  Bahwa,  saksi  mengetahui  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan  karena  Tergugat

sering berkata kasar, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat kurang

dalam  memberi  nafkah  kepada  Penggugat,  Tergugat  cemburu  yang

berlebihan;

 Bahwa,  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

 Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  ada  upaya  mendamaikan  dan

merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat  uraian  putusan ini,  maka ditunjuk  berita

acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus

Penggugat tertanggal 18 Oktober 2024, yang telah terdaftar di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1019/AVK/2024 tanggal 23 Oktober

2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan

Majelis  Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal  Advokat  (KTPA)

Kuasa  Penggugat dan  ternyata  telah  sesuai  dengan  Ketentuan  Pasal  30
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis

Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi

bantuan  hukum  yang  sah  sehingga  Majelis  Hakim  dapat  menerima  dan

memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara

aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  dilakukan

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR   jis

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai

Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertangkaran  disebabkan  Tergugat  sering  berkata  kasar,  Tergugat  sering

melakukan KDRT, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat,

Tergugat cemburu yang berlebihan akibatnya sejak bulan April tahun 2024 telah

berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada

komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam

jawaban  dan  dupliknya  membenarkan  sebagian  dan  membantah  sebagian

yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  /

Surat Keterangan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
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sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil

yang  hendak  dibuktikan  oleh  Penggugat,  sehingga  telah  memenuhi  syarat

materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti

bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Magelang,

dengan  demikian  Pengadilan  Agama  in  casu Pengadilan  Agama  Mungkid

berwenang  untuk  memeriksan  dan  mengadili  gugatan  Cerai  Gugat  yang

diajukan Penggugat  (Vide  Pasal  49  dan Pasal  73  Ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang,  bahwa bukti  P.2  berupa  fotokopi  Duplikat  /  Kutipan Akta

Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,

maka  bukti  surat  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut

menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal

25 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.2 terbukti  bahwa  Penggugat

dengan  Tergugat adalah suami  istri  sah,  menikah pada tanggal  25  Oktober

2017  di  KUA Sawangan  Kabupaten  Magelang  Provinsi  Jawa  Tengah,  hal

tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena  Penggugat dan  Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga  Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi  Penggugat yaitu:  XXXXXXX dan

XXXXXXX,  keduanya  telah  memberikan  keterangan  sebagaimana  telah
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diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi  Penggugat,  adalah  keluarga  atau

orang dekat  Penggugat dan atau  Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam.  Saksi  1  Penggugat  sudah  dewasa  dan  sudah  disumpah,  sehingga

memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Penggugat mengenai

hubungan  Penggugat dan  Tergugat serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Penggugat dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  171  HIR sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan 2 (dua)  saksi  Penggugat bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena pada

tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya  Tergugat tidak hadir dan

tidak mengirim wakil  atau  kuasanya meskipun telah  diperintahkan  dan atau

dipanggil  secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan

suatu halangan yang sah, karena itu gugatan ini dilanjutkan pemeriksaannya di

luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat dan  Tergugat sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan  Tergugat  berkata  kasar,  Tergugat  kurang

dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan suka cemburuan;

2. Bahwa  Penggugat dan  Tergugat sudah  pisah  pisah  rumah  selama 6

bulan dan  tidak  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  masing-masing

sebagaimana layaknya suami istri;
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3. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat dan

Tergugat akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena  Penggugat bersikukuh  ingin

bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara  Penggugat dan  Tergugat terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam Kitab  Fikih  Sunah  Juz  II  halaman  290  yang

diambil  alih  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  sebagai  berikut,  Artinya:

“bahwa istri  boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu

mendapat perlakuan yang menyakitkan dari  suaminya sehingga hal  tersebut

dapat  menghalangi  keberlasungan  hubungan  suami  istri  antara  mereka

berdua”;

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah  juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Penggugat  belum  pernah  dijatuhi  talak,  maka  petitum  gugatan

Penggugat  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

patut dikabulkan; 
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Menimbang  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

dari talak satu  ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui  mediasi,  dengan

dibantu  mediator,  Penggugat dan  Tergugat telah  mencapai  kesepakatan

perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum

dalam Kesepakatan  Perdamaian  sebagian  tanggal  18  November  2024,  dan

Penggugat dan  Penggugat merubah  gugatannya  dengan  memasukkan

kesepakatan  tersebut  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  gugatan

Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan

tersebut adalah  Penggugat dan  Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar

menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan

putusan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  menyatakan  bahwa  kesepakatan

perdamaian tersebut merupakan bagian dari  gugatannya sehingga perubahan

gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan dalam Mediasi tidak

terbatas  pada  posita  dan  petitum  gugatan.  Dalam  hal  Mediasi  mencapai

kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di

atas,  penggugat  mengubah  gugatan  dengan  memasukkan  kesepakatan

tersebut di dalam gugatan.” 

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah

Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  dan

Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  (MA)  Nomor  454  K/Pdt/1991,  menegaskan

kesepakatan  perdamaian  sebagian  termasuk  kesepakatan  terkait  akibat

perceraian  dapat  dikuatkan  dalam  pertimbangan  dan  amar  putusan  bila

perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: 

a.  tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; 
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b.  tidak merugikan pihak ketiga; 

c.  dapat dilaksanakan; 

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  meneliti  dan  mencermati

kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 18

November  2024,  Majelis  Hakim  menilai  kesepakatan  tersebut  tidak

bertentangan  dengan  hukum,  ketertiban  umum,  dan/atau  kesusilaan;  tidak

merugikan  pihak  ketiga;  dan  dapat  dilaksanakan;  sehingga  kesepakatan

tersebut  dapat  dipertimbangkan  dalam  pertimbangan  dan  amar  putusan  ini

serta  mengikat  kepada  Penggugat dan  Tergugat,  untuk  itu  Majelis  Hakim

menghukum  Penggugat dan  Tergugat untuk  mentaati  dan  melaksanakan

kesepakatan tersebut;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu ba'in  sughra  Tergugat  (XXXXXXX)

terhadap Penggugat (XXXXXXX);

3. Menghukum  Penggugat  dan  Tergugat  untuk  mentaati  dan

melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian pada mediasi tanggal

18 November 2024 yaitu; Para pihak sepakat anak yang bernama Kamayel

Bagus  Karnanda,  (laki-laki)  lahir  di  Magelang  tanggal  2  Agustus  2018,

dalam asuhan  Penggugat  (selaku  ibu  kandungnya)  dengan  memberikan

akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mengajak anak tersebut sesuai

keperluan, yang di dasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah). 
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Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan  pada  hari  Senin tanggal  23  Desember  2024 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami          Hj.

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,  Drs. H. Wildan Tojibi,

M.S.I. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim

Anggota  yang  sama  dan  dibantu  oleh  Widarjan,  S.H. sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I.

Hakim Anggota

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :Rp.  30.000,00

2. Proses :Rp.  75.000,00

3. Panggilan :Rp.  56.000,00

4. PNBP Panggilan :Rp.  20.000,00

5. Redaksi :Rp.  10.000,00

6. Meterai :Rp.           10.000  ,00  
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Jumlah :Rp. 261.000,00 

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, 
Putusan Nomor 1702/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


